Nomor :

KABUPATEN LANGKAT

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

Tahun : SERI : NO :

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LANGKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

:a.  bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang — Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan
bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi,
tugas, struktur organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan
Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
pelaksanaan peraturan perundang — undangan dan tugas
pemerintahan umum lainnya, pemerintahan daerah dapat
membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat
Daerah;

b.  bahwa berdasarkan geografis daerah Kabupaten Langkat yang
merupakan daerah rawan bencana berupa gempa bumi karena
alam, angin topan, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan,
kebakaran hutan dan kejadian-kejadian alam, maka perlu untuk
membentuk Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Langkat.

:1.  Undang — Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tamabahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092 );

2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Binjai ke Stabat ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 9 );

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4095);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non
Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1; Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Dan
BUPATI LANGKAT
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LANGKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Langkat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya
disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana
di Kabupaten Langkat.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Langkat yang secara ex-officio dijabat oleh pejabat setingkat
dibawah Bupati dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

Kepala Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat KALAKHAR adalah
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Langkat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang —undangan.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal
diwilayah tertentu.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau
desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan
kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada
yang menugaskannya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik
oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologi.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar
kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan
ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Kesiapsiagaan = adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang
tepat guna dan berdayaguna.



23.

24.

26.

27

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta
pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan sarana aspek pelayanan publik
atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya sarana wajar semua
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintah maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat
pada wilayah pasca bencana.

Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia akibat bencana.

BAB 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Langkat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD adalah Lembaga Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan

yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan
berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Harian BPBD yang dipimpin oleh

seorang Kepala Pelaksana Harian yang disebut LAKHAR dan berada dibawah
dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) Unsur Pelaksana Harian BPBD mempunyai tugas membantu dan memberikan

dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dibidang penatausahaan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan

104



dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pembinaan tugas satuan dan
kelompok jabatan fungsional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Unsur

(D

@

©))

Pelaksana Harian BPBD menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien.

. Penyelenggaraan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.
Penyelenggaraan  pemantauan dan  mengevaluasi  penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah.

. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan umum.

Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal §
Organisasi Unsur Pelaksana Harian BPBD terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana.

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
1.  Sub Bidang Pencegahan;
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
1.  Sub Bidang Kedaruratan;
2. Sub Bidang Logistik.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
1.  Sub Bidang Rehabilitasi;
2. Sub Bidang Rekonstruksi.

f. Unit Pelaksana Teknis
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
h. Satuan Tugas.

Bagan Organisasi Unsur Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Langkat adalah
sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Tugas, Fungsi dan uraian tugas Unsur Pelaksana Harian BPBD akan diatur dan
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
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“

(D

2)

(1

2)
3)

)

)

©)

(4)

)

(1)

Organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unsur Pengarah BPBD akan diatur
dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
ESELON

Pasal 6
Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dan penempatan pegawai
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.
Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana Harian BPBD berasal dari Pegawai Negeri
Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman,
keterampilan dan integritas yang dibutuhkan.

Pasal 7
Kepala Pelaksana Harian BPBD merupakan jabatan struktural eselon II b.
Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.

Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD dan Unsur Pelaksana Harian BPBD,
Sekretaris BPBD dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi,
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2)

integrasi, simplikasi, sinkronisasi dan sinerjisitas baik internal maupun eksternal
antara Satuan Kerja / Unit Organisasi lainnya, sesuai tugas, fungsi, dan
mekanisme yang ditetapkan.

Atas pertimbangan daya guna dan hasil guna dalam hal berhalangan dalam
melaksanakan tugas, masing-masing pejabat pada unsur Pelaksana Harian
BPBD dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat

setingkat dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, maka Satuan

@

Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Langkat dibubarkan dan
menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan
dengan  penyelenggaraan  penanggulangan bencana kepada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka tugas dan fungsi penanganan
penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat dan serta bantuan korban bencana pada Kantor Sosial
dialihkan tugas dan fungsinya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 15 Agustus 2011
BUPATI LANGKAT,

dto

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 15 Agustus 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 1
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